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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan
Desa Muara Petai Nemor 2 Tahun 2017 Tentang<Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Desa Tahun 2017 dalam_Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau Kabupaten = Kuantan Singingi.  Tahun 2017, serta faktor
penghambatnya. Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun: 2017,dalam Pembangunan Desa Muara
Petai Kecamatan Pucuk,Rantau Kabupaten Kuantan/SingingiTahun 2017? dan (2)
Apa saja hambatan Pelaksanaan Peraturan Desa IMuara Petai Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam
Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun2017?

Jenis penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian observational
research dengan cara survei dan sifatnya adalah penelitian deskriptif. Alat
pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Sumber
data terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara
kualitatif dan kuantitatif, dan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan Peraturan Desa
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara
Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan
Desa Muara Petal Tahun 2017 pada umumnya telah cukup-optimal serta sesuai
dengan ketentuan dan peraturantyang, berlako; dan (2) Hambatan Pelaksanaan
Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 201/ Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam
Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017 antara lain adalahkurang tersedianya
sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sebagai pelaksana kegiatan
dalam pembangunan desa, kurangnya partisipasi. masyarakat Desa setempat,
kurang memadainya akses. jalan menuju desa dan kurangnya sosialisasi yang
dilakukan tentang rencana kerja.pemerintah. Desa dalam rangka pembangunan
Desa.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, maka saran yang dapat
penulis kemukakan antara lain adalah: (1) Kepada Kepala Desa disarankan agar
selalu berupaya melaksanakan koordinasi secara efektif terhadap setiap aktivitas
dalam pelaksanaan pembangunan desa dan melaksanakan sosialiasasi secara
intensi terkait rencana pembangunan desa tersebut; (2) Kepada masyarakat desa
setempat hendaknya selalu berupaya berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan
pembangunan desa antara lain dengan swadaya dan gotong royong dan turut serta
mengawasi proses pelaksanaan pembangunan tersebut; dan (3) Kepada instansi
atau lembaga pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa
melaksanakan fungsinya secara optimal seperti dalam hal melaksanakan
supervisi/bimbingan teknis, pengawasan, moitoring dan evaluasi.



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Implementation of Muara
Petai Village Regulation Number 2 of 2017 concerning the 2017 Government
Work Plan (RKP) for Village Development in MuaraPetai Village, Pucuk Rantau
District, KuantansSingingi Regency in 2017; and its inhibiting factors. The
formulation of the problem of this research are: (1) How is the Implementation of
Muara Petai Village Regulation Number 2 of 2017 Regarding. the 2017
Government Work Plan (RKP) for Village Development in Muara Petai Village,
Pucuk Rantau Subdistrict, Kuantan Singingi District in 2017? and (2) What are
the obstacles in the implementation of the Muara,Petai Village Regulation
Number 2'0f 2017 concerning the 2017 Village Government Work Plan (RKP) in
the Development of the Muara Petai Village in the Pucuk Rantau District of
Kuantan Singingi in 20177

This type of research is classified into observational research by survey
and its nature_is descriptive research. Data collection tools in this study were
interviews and questionnaires. Data sources consist of primary data and secondary
data. Data analysis was carried out qualitatively and quantitatively, and
conclusions were drawn deductively.

The results of this study concluded that: (1) The implementation of
Village Regulation No. 2 of 2017 concerning.the Government Work Plan (RKP)
of Muara Petai Village, Pucuk Rantau Subdistrict, Kuantan Singingi Regency in
the Development of Muara Petai Village in 2017 has generally been quite optimal
and in accordance with the provisions and regulations -applicable; and (2)
Obstacles to the Implementation /of, Village™Regulation .Number 2 of 2017
Concerning the Government Work Plan (RKP) of Muara Petai Village, Pucuk
Rantau District, Kuantan Singingi Regency in the Development of Muara Petai
Village in 2017, among others, is the lack of competent human resources in their
fields as implementing activities in village development, lack of participation of
the local village community, inadequate access to the road to the village and lack
of socialization carried out.on the village government work plan in the context of
village development.

In connection with the implementation of this research, the suggestions
that the authors can state include: (1) It is recommended to the Head of the Village
to always seek to coordinate effectively with every activity in the implementation
of village development and carry out intensive socialization related to the village
development plan; (2) The local village community should always strive to
actively participate in the implementation of village development including self-
help and mutual cooperation and participate in overseeing the implementation
process of the development; and (3) To government agencies or institutions
related to the implementation of rural development carry out their functions
optimally such as in terms of carrying out supervision / technical guidance,
supervision, monitoring and evaluation.

Xi
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BAB |

PENDAHULUAN

mengarah

keleluasaa

hindari (Sya

memberikan

Nomor 23 Tahun .a
penting artinya dalam mewu ‘ : S elenggaraan pemerintahan dan
percepatan proses pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pembangunan sebagai sebuah upaya perubahan yang membawa kearah
yang lebih baik oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan yang baik pula agar
tujuan pembangunan yang diinginkan dari pelaksanaan pembangunan tersebut

tepat sasaran. Perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam tujuan
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bernegara adalah ingin memajukan kesejahteraan umum yang direalisasikan

melalui proses pembangunan.

Dalam suatu pelaksanaan pembangunan, perencanaan merupakan salah

) berbeda. Bagi
orang yang suatu kegiatan
Khusus yan rumit, banyak

menguras tenaga iKki : ng lama dalam

menyadari bahwa di 'Q q
Selanjutnya defen ‘
perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang
diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tingkatan ke dua perencanaan
dapat didefenisikan sebagai: menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah
memperhatikan faktor-faktor pembatas dalam mecapai tujuan tersebut memilih

serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.



Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah
dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Untuk tercapainya
keberhasilan pembangunan, maka segala aspek perencanaan, pelaksanaan,dan
evaluasi- pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang
mengetahui permasalahan dan-kebutuhan dalam. rangka membangun wilayahnya
sebab merekalah yang nantinya akan menerima manfaat dan menilai tentang
berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Pembangunan daerah yang dilakukan sebagai suatu upaya untuk
memajukan kesejahteraan umum, maka seyogianya tidak hanya berlangsung di
wilayah perkotaan, tetapi juga harus mencakup seluruh wilayah pedesaan. Hal ini
dikarenakan sebagian besar penduduk seperti halnya di Indonesia adalah
bertempat tinggal di wilayah_pedesaan, dan semakin meningkatnya kemajuan
yang telah dicapai pada masing-masing Desa melalui. hasil pelaksanaan
pembangunan, nantinya akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi
kemajuan suatu Daerah sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan
Daerah. Oleh karena itu, pihak.pemerintah.dan pemerintah daerah juga perlu
memprioritaskan pelaksanaan pembangunan Desa, sehingga setiap wilayah
pedesaan mampu berkembang secara efektif dan mandiri serta seluruh lapisan
masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan hidup layak.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau



hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat
politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur
sosial sejenis desa, maSyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi
sosial yang mempunyai posisi penting. Dengan tingkat keragaman yang tinggi,
membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret (Widjaya, 2008;4).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa
adalah kesatuan‘masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa. masyarakat, hak asal usul, dan-atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan-Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Pemerintahan Desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa yang dimaksudkan dengan Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang



disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur
tentang mekanisme tata kelola. penyelenggaran pemerintahan desa termasuk
didalamnya pembangunan desa. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara
urusan pemerintahan terkecil datam sistem pnyeleggaraan pemerintahan NKRI.
Bagi Pemerintah Indonesia penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas
berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat desa sekaligus meningkatkan
kualitas hidup didesa. Sebagai srata pemerintahan terkecil, Desa memainkan
peranan sentral dalam agenda pembangunan nasional dimana sebagian besar
masyarakat Indonesia hidup dipedesaan.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Pembangunan pedesaan adalah bagian dari usaha peningkatan kualitas
sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang
dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa itu
sendiri. Pelaksanaan" pembangunan pedesaan mengacu pada pencapaian tujuan
pembangunan yaitu mewujudkan Kehidupan.masyarakat pedesaan yang mandiri,
maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006;3).

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, maka pemerintah telah
menetapkan petunjuk pelaksanaannya sebagaimana yang tertuang dalam
“Peraturan Pemerintah R1 Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana pada Pasal 121

menyatakan sebagai berikut:



(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengutamakanpemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam
yang ada.di Desa serta.mendayagunakan swadaya.dan gotong royong
masyarakat.

(4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa
dalam forum musyawarah-Desa.

(5) Masyarakat Desa‘berpartisipasi dalam ‘musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada” ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan
pembangunan Desa.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, memperlihatkan
bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan
sifat koordinasi, persamaan gender, swadaya, pertanggungjawaban kegiatan
pembangunan Kkepada masyarakat dengan..melibatkan masyarakat dalam
musyawarah desa.

Sementara itu terkait ‘pelaksanaan. pembangunan yang diuraikan di atas
secara terpisah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 1 poin (9) disebutkan bahwa
“Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Pembangunan akan terselenggara dengan baik dan berhasil apabila adanya
proses perencanaan yang efektif. Dengan begitu maka pembangunan yang
dilaksanakan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya
pembangunan yang belangsung di Desa. Untuk itu, maka proses perencanaan

memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang). Melalui kegiatan Musrenbang, maka



pihak pemerintah, baik pada pemerintah nasional, daerah maupun pada tingkat
pemerintah desa dapat menampung aspirasi masyarakat terkait dengan
pelaksanaan pembangunan.

Dalam proses pembangunan tentu bukan hanya merupakan tanggungjawab
pemerintah saja, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat.
Pembangunan dapat diartikan-sebagai: suatususaha pertumbuhan danperubahan
yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh Suatu bangsa, atau negara
seperti halnya di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat juag harus berpartisipasi
dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan, antara lain melalui kegiatan
musyawarah perencanaan pembangunan tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa khususnya, hasil Musrenbang
yang telah dilaksanakannantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
Desa untuk setiap tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Desa. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
merupakan suatu kebijakan publik yang disusun pemerintah Desa dan ditetapkan
dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk suatu
Peraturan Desa.

Mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, di dalam “Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa, pada Pasal 52 menyatakan sebagai berikut:

(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat

Desa.

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:



a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah
Desa;

b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/
kegiatanmasuk ke Desa

d. pencermatanulang dokumen RPJM Desg;

e. penyusunan rancangan RKP Desa;

f. penyusunan - RKP  Desa  melalui musyawarah perencanaan
pembangunanDesa;

g. penetapan RKP Desa;

h. perubahan RKP Desa; dan

i. = pengajuan daftar usulan RKP Desa.”

Sebagaimana yang dilakukan pada Desa-desa lainnya, maka dalam
pembangunan Desa di Desa Muara Petai juga disusun dan ditetapkan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahunnya. Desa Muara Petai adalah satu
desa yang terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi
yang cukup berkembang. Namun. kondisi. pembangunan di Desa Petai saat ini
seperti infrastruktur jalan dan pembangunan lainnya masih belum dikatakan
memadai, hal ini" disebabkan-oleh/masih. kurangnya perhatian dari pemerintah,
baik pemerintahan pusat maupun dari pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa Muara Petai, khususnya
untuk Pembangunan Desa Tahun 2017, maka sebagai dasar hukum disusun dan
ditetapkanlah Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017. Adapun strategi pembangunan Desa
yang diterapkan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 adalah:

“1l.  Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat desa.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa agar

desa menjadi berkembang dan mandiri.
5. Terciptanya lingkungan, sehat dan lestari.



6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.”

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai suatu kebijakan publik
pemerintah desa yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa. melalui_kegiatan pembangunan Desa yang
direncanakan, maka dalam pelaksanaan atau penerapannya diharapkan mampu
mencapai  hasil optimal. _Dengan, -demikian masyarakat Desa setempat
memperoleh” manfaat “yang sebesar-besarnya dari pelaksanaan kebijakan
tersebut.

Maka dari itu pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
sehubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan Desa harus dapat dikelola secara
maksimal dan-mengacu pada peraturan dan Kketentuan yang berlaku. Sesuali
dengan ketentuan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 52 mengatursebagai berikut:

(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

(3) Pelaksanaan pembangunan Desa..yang berskala lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa,
kerjasama antar Desa dan/atau Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

(4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB
Desa.”

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pelaksanaan pembangunan

Desa dilakukan melalui Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan. Tahap
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Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 55

meliputi:
“a. Penetapan pelaksana kegiatan;
b. enca
C.
d.
e.
f.
g.

pelaksanaan
Pembangu or 114 Tahun
2014 Tenta atakan bahwa:

Kepala meng 3Si aha) elak : ang sekurang-

m® o0 T

atas, maka menarik perhatian p melakukan penelitian lebih lanjut
dengan mengangkat judul: “Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor
2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017

dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau

Kabupaten Kuantan Singingi.”
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B. Perumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

penulis mengemukakan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaiman ) )-Pera ) ; iNomor 2 Tahun 2017

Tahun 2017 Tentang Rence emerintah (RKP) Desa Tahun 2017
dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

b. Untuk mengetahui hambatan pada Pelaksanaan Peraturan Desa Muara
Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan

Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

11
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2. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

b. pengetahuan
mumnya dan

b. Pela N ma a,i‘ gi peneliti yang
nan desa serta

ngkup Fakultas

c manfaat kepada

D. Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan
atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci
(Sutedi, 2009;56). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaksanaan suatu

aktivitas seperti halnya dalam proses pelaksanaan pembangunan merupakan suatu

12



tindakan yang dilakukan untuk menerapkan rencana yang telah disusun dan
ditetapkan pemerintah.

Supaya tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas yang
dilakukan, baik kegiatan atau aktivitas secara.individu maupun kelompok/lembaga
dapat tercapal secara optimal, maka perlu adanya perencanaan yang baik.
Perencanaan yang baik sangat, diperlukan seperti halnya pelaksanaan aktivitas
instansi/lembaga pemerintah dalam pembangunan. Dengan adanya perencanaan
pembangunan yang baik, maka lebih memungkinkan tercapainya tujuan
pembangunan sebagaimana yang diharapkan.

Sebagian kalangan berperdapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas
yang di batasivoleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh
diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu
dalam waktu tertentu. Artinya, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa
yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan
yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan
dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian Serta mengkaji berbagai
ketidakpastian yang ada, mengukur “kemampuan (kapasitas) Kkita untuk
mencapainya kemudian memilih arah arah terbaik serta kita memilih langkah-
langkah untuk mencapainya (Kay dan Alder, (1999) dalam Tarigan, 2015;1)

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar manajemen, karena
organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu
direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan untuk

masa depan yang penuh ketidakpastian, karena adanya perubahan dan situasi.
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Perencanaan diproses oleh perencana (planner), hasilnya menjadi rencana (plan).
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana (Hasibuan, 2011;91).

Siagian (2012;36) mendefenisikan perencanaan sebagai usaha sadar dan

e

dikatakan bahwa dalam pre

skala nasional, pembangunan daerah maupun pada pembangunan skala pedesaan
sangat diperlukan adanya perencanaan. Dengan demikian tujuan yang ingin
dicapai dari adanya pelaksanaan kegiatan atau aktivitas pembangunan tersebut
dapat terealisasi secara optimal.

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses

perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan
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norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan

definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan

bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu

pembangu
perubahan
dan pemerints e aan bangsa (Nation
Building).
atas,

ivitas oleh suatu

terwujud kondisi sebagaimana yang diharapkan. Adapun hasil dicapai dari proses
pelaksanaan pembangunan antara lain tercermin dari adanya peningkatan atau
pertumbuhan yang signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
suatu daerah.

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada

tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam
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pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan

(extention education) dan pembangunan masyarakat (community development). Di

tahun 1966 Joseph Di Franco membandingkan kedua macam pendekatan tersebut

a.

Teori

Menurut konsep barat, arah yang di harapkan itu hanya satu, yaitu

berubahnya peradaban pertanian menjadi peradaban perindusrian. Aliran
itu berpendapat jika keluaran (keuntungan) dari modal tingkat
pertumbuhan di ketahui, tingkat investasi yang sesuai dapat di cari.
Pertumbuhan umum adalah fungsi investasi, dan dapat suatu evolusi yang

menuju ke jenis fasa yang menguntungkan seluruh negara. Misalnya, teori
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evolusi rostow dalam perekonomian mengemukakan urutan pembangunan

sebagai berikut: fasa tradisional-fasa transisi — fasa lepas landas (takeoff) —

fasa dewasa dan fasa kosumsi masal.

Karena wilayah pinggiran cenderung selalu tertinggal akibat kaitannya
dengan wilayah pusat, perlu bagia suatu negara untuk melepaskan
orientasi pasaran dunia nya dan berjuang untuk berdikari.

Teori saling ketergantungan (interdependency theory)

Pada tahun 70an, disebabkan oleh dimunculkan kesadaran saling

berhubungan akibat adanya pembahasan “Tata Ekonomi Baru Dunia”
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maka timbul teori saling ketergantungan teori ini mengusahakan adanya

penyatuan antara pendekatan ketergantungan sepihak  dengan

ketergantungan ekonomi dunia dan hubungan internasional.

dan teknologi
kecil (sma g meliputi hal
hal diatas).

Pada dekade a : endekatan terhadap

sebagai upaya

masa depannya.

kesejahteraan.
c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk
membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya
kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama,

kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.

18



d.

Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu
dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan
dihormati.

Otonomi«desa merupakan otonomi-aslhi, bulat dan utuh serta bukan

merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban

menghormati otonomi asli yang: dimiliki: oleh, desa tersebut. Sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa

dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata,

memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka

pengadilan (Widjaya, 2008;165).

Menurut Talizidhuhu Ndraha dalam Nurcholis (2011;21) bahwa desa

yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat

melakukan tindakan-tindakan hukum, antara lain:

1.

No ok own

o

Mengambil keputusan membuat peraturan yang dapat mengikat semua
warga.

Menjalankan pemerintahan desa.

Memilih kepala desa.

Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri.

Memiliki tanah sendiri.

Menggali dan menetapkan sumber keuangan sendiri.

Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan
Desa).

Menyelenggarakan gotong royong.

Menyelenggarakan peradilan desa.

Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang

mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk didalamnya

pembangunan Desa.Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan

pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Bagi
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Indonesia,penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas berpotensi
mendorong kesejahteraan masyarakat Desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup
di Desa. Melalui implementasi Undang-undang ini diharapkan pembangunan di
pedesaan tidak hanya akan lebih.merata tetapijuga lebth partisipatif,sesuai dengan
potensi ekonomi dan lebih berkeadilan.

Kehadiran undang-undang’ ‘tentang » Besa sebagali landasan hukum
penyelenggaraan pemerintahan Desa sekaligus cetak biru pembangunan di Desa
merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan Nasional.
Undang-undang Desa ini juga merupakan momentum percepatan pembangunan di
Desa di seluruh wilayah Indonesia. Amanat undang-undang Desa yang bersifat
mendatory menitikberatkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pengelolaan asset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan
Desa dan perangkat Desa.

Dengan undang-undang Desa ini, penyelenggaraan pemerintahan Desa
diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk didalamnya
penelolaan aset, keuangan dan pendapatan desa. Untuk memberi insentif bagi
penyelenggaraan pemerintahan .Desa, Undang-undang desa ini memberikan
jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi kepala Desa yang bertugas
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa tujuan pemerintahan
Desa dalam undang-undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yakni;
Membentuk pemerintahan Desa yang profesional,efisien dan efektif, terbuka serta

bertanggungjawab, meningkatkan perwujudan kesejahteraan umum, memajukan
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perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan
Nsaional,dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur
tentang pengelolaan keuangan-aset dan aset Desa.Pertama,pengelolaan keuangan
Desa dilakukan secara transparan,akuntabel dan bertanggungjawab. Untuk
menopang penyelenggaraan pemerintahan: Desa khususnya terkait anggaran dan
belanja pemerintahan Desa,maka salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari
alokasi belanja pusat dengan memanfaatkan program yang berbasis Desa secara
merata dan berkeadilaan(Pasal 72 ayat 2). Selain itu dalam undang-undang ini
juga dialokasikan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (pasal 72 ayat 3
dan4). Kedua, pada pasal 76 dan 77.Desa diberi kewenangan untuk mengelola
asset yang berada diwilayahnya dan dicatat sebagai kekayaan Desa. Secara teknis,
pengelolaan keuangan dan asset Desa akan dituangkan lebih rinci dalam peraturan
pemerintahan yang sedang disiapkan saat ini.

Pembangunan desa ditujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian
pelaksanaannya menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat desa.
Pembangunan desa bukanlah berfokus dalam satu bidang saja, akan tetapi harus
seimbang, serasi dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa
keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi
aspek  kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan
mengambangkan swadaya gotong royong (Kepres N0.21/1989:26 tentang

Pembangunan Masyarakat Desa).
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Dari beberapa pendekatan diatas maka sehubungan pelaksanaan
pembagunan desa dapat dikemukakan:

a. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan

angsung menyentuh

ym\\ lg % .
Z

penghidupan

h, dari 80%

aling berkaitan
an bimbingan

jawab masing-

RSN A

-Asan

pembangunan nasional,karena desa beserta masyarakatnya merupakan
landasan atau barisan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertanahan keamanan. Ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari
pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan
pembangunan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat yang

berada dipedesaan. Semua jenis pembangunan, baik pembangunan
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sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (Inpres),

semuanya diarahkan kepedesaan.

Dengan melihat pendekatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh
warga desa maka.pembangunan.Desa dapat lihat sebagal suatu proses dan metode.
Dikatakan sebagai proses karena pelaksanaan pembangunan desa memperlihatkan
jalannya proses perubahan yang: berlangsung dari cara tradisonal kearah yang
lebih maju dan lebih menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi pada
masyarakat. Dan sebagai metode berarti bahwa pembangunan desa akan
mengusahakan agar masyarakat berkemampuan dan bersumber-sumber mereka
miliki.

Di dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal
121 disebutkan'mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa, sebagai berikut:

(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Pelaksanaan * pembangunan sebagaimana . dimaksud pada ayat (1)
mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam
yang ada di Desa serta.mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat.

(4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa
dalam forum musyawarah Desa.

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan
pembangunan Desa.”

Pembangunan Desa sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat (2) meliputi tahap

Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Pengawasan.
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1. Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan merupakan proses yang sangat penting terhadap suatu

aktivitas yang hendak dilakukan agar tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan

aktivitas terseb - j ara..Q E sebab itu proses
aik-baiknya,

terealisasi

ayat (1) dis / N 2 , meningkatkan

kualitas hi aka : it '1;'_" % erta penaggulangan

~ Q@ ‘ encanaan pembangunan desa
sesuai dengan kewenangan e perencanaan pembangunan
kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa perencanaan
pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun, dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja

Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.”
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa

oleh pemerintah desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

i. Rl Nomor

6 ayat (1),
Desa, serta
rencana ke intahan Desa,
pelaksana : ' : ' ke : Desa, serta
pemberdaya :

Sel a di dalam ala geri R Nomor 114
Tahun 2014
(2) dinyataka

terdiri dari:

o0 o

masyarakat, kader “pemberdaya masyarakat, dan unsur masyarakat
lainnya.”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa disusun melalui
musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang diikuti
oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat,

untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang dibuat.
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Tahun

bahwa:

(1)
)

3)
(4)

()

Sementara berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 114

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 29 disebutkan

Pemerintah-Desa menyusun RKP Desa.sebagai penjabaran RPJM Desa.
RKP_Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan
rencana kegiatan pemerintah. pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota

RKP Desa mulaidisusun pada bulan Juli tahun berjalan.

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan.

RKP Desa menjadi dasar penetapan APBD Desa.”

Penyusunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa berpedoman pada

hasil musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD).

Berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 114 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 33 ayat (1) dan (2), tim

penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dibentuk oleh Kepala Desa

yang terdiri dari:

oo

Kepala Desa selaku pembina;

Sekretaris Desa selaku ketua;

Ketua lembaga pemberdayaan masyarakt selaku sekretaris; dan

Anggota yang berasal ‘dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat
lainnya.”

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan Desa, di dalam “Peraturan

Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa, pada Pasal 52 disebutkan sebagai berikut:
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1)
()

©)

(4)

Kepala DesaKepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa
yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan'sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa_.yang berskala. lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola. melalui swakelola Desa,
kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB
Desa.”

Selanjutnya di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 114

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 53 diatur sebagali

berikut:

1)

()

(3)

(4)

()

(6)

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam hal ketentuan . sebagaimana. dimaksud pada ayat (1),
menyatakanpelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
diintegrasikan kedalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau
program daerah diDesa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan{ sebagaimana ~ dimaksud... pada ayat (1),
menyatakanpelaksanaan program - sektor dan/atau program daerah
didelegasikankepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk
mengurus,

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam
musyawarah Desayang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan = dalam..musyawarah Desa sebagaimana
dimaksudpada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program
sektordan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan
atasbagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai
dasarpertimbangan keberatan dimaksud.

Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) kepada bupati/walikota melalui camat.”

Sementara itu di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 54 diatur sebagai

berikut:
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(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur
masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Pelaksanaan Pembangunan Desa, sesuaidengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, terdiri
dari tahapan persiapan dan.pelaksanaan: kegiatan. Adapun tahapan persiapan

Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 meliputi:
“ Penetapan pelaksana kegiatan;
Penyusunan rencana kerja;
Sosialisasi kegiatan;
Pembekalan pelaksana kegiatan;
Penyiapan dokumen administrasi;
Pengadaan tenaga kerja; dan
Pengadaan bahan/material.”

@+~o®o0o®

Selanjutnya sehubungan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana
disebutkan pada Pasal 70 “Reraturan Menteri Dalam Negeri RI'Nomor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala menggordinasikan tahapan
pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;

Perubahan pelaksanaan kegiatan;

Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.”

Q0o

3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa
Pemantauan dan pengawasan terhadap Pembangunan Desa merupakan

kegiatan yang penting untuk dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan
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kegiatan Pembangunan Desa mengarah pada pencapaian tujuan Pembangunan

Desa tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Desa dan dijabarkan di dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP)Desa.

Sehubungan dengan pemantauan dan pengawasan Pembangunan Desa,

“Peraturan Menteri Dalam Negeri'RI\Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa pada Pasal 84 menyatakan sebagai berikut:

1)

()

(3)
(4)

Pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi, pemerintan  daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintan Desa melakukan upaya pemberdayaan
masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat-(2), menjadi dasar, pembahasan musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan‘pembangunan-Desa.”

Selanjutnya terkait dengan pemantauan dan pengawasan Pembangunan

Desa, “Peraturan 'Menteri Dalam Negeri Rl Nomor. 114 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 85 menyebutkan sebagai berikut:

1)

)
(3)
(4)

(5)

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada
tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan
pembangunan Desa.

Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau
jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan
kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.”
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Sementara itu dalam hal pemantauan dan pengawasan Pembangunan Desa,

“Peraturan

Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa pada Pasal 86 mengatur sebagai berikut:

(1) Bupati/walikota melakukan pemantauan-dan pengawasan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

a
b.
C.

d.
(2) Dal

memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa;

menerima, mempelajari/ dan= memberikan umpan balik terhadap
laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;

mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan
Desa; dan

memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

am hal terjadi keterlambatan perencanaan dan

pelaksanaanpembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagal akibatketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa,
bupati/walikotamelakukan:

a.
b.

menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;

membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal
mempercepatperencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB
Desaditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan

membina  dan mendampingi pemerintah  Desa dalam hal
mempercepatpelaksanaan pembangunan Desa ~untuk memastikan
penyerapan APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.”

E. Konsep Operasional

Dalam hal ni konsep operasion7al berguna untuk memberi batasan-

batasan tentang terminologi-untuk menghindari salah penafsiran tentang makna

judul yang

peneliti angkat dalam rencana penelitian ini. Maka penulis membuat

batasan judul dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang

individu atau kelompok dalam suatu instansi/lembaga untuk mencapai tujuan

yang diinginkan.
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Perencanaan merupakan proses penetapan keinginan yang hendak dicapai
dengan tahapan-tahapan yang telah disusun dengan jelas.

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan

Permusya a (BPD ‘ at esa, dalam rangka
pelaksanaan per o n penjabaran

dari Renca

un 2017 ialah

pat sehubungan

Metode penelitian yang ¥ gunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada
penelitian observasi (observational research) yaitu penelitian yang dilakukan
berdasarkan data primer dengan cara mengamati langsung objek yang akan

diteliti, sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini digolongkan kepada
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

penelitian yang bersifat diskriptif analitis yang berarti menggambarkan atau

melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti dan menganalisa

secara mendalam terhadap objek yang akan diteliti.

uk Rantau
penulis dengan

n dari penulis

observasional

b. Data sekunder
Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku dan artikel serta jurnal
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang dapat
dipertanggung jawabkan dengan cara membaca literatur atau tulisan yang

ada sangkut pautnya dengan penelitian ini.
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4. Populasi dan Responden
Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Kepala Desa Muara Petai 1

orang, Ketua BPD Desa Muara Petai 1 orang, dan Tokoh Masyarakat 1 orang,

ditetapkan
Jadi da penelitian i : en_yang digunakan
terdiri dari Muara Petai 1

ara Petai yang

lasi dan sampel

penelitian ini
Tabel 1.1. Po
No. Keterangan
1. | Kepala Sensus 100%
Petai
2. | Ketua BPD Sensus 100%
3. | Tokoh Masyarakat A Sensus 100%

(Ninik Mamak)
4. | Masyarakat

24orang Purposive
Sampling 5%

Jumlah 486 27 orang
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

5. Alat Pengumpul Data
a. Wawancara
Wawancara dilakukan penulis dengan memberikan pertanyaan yang

langsung dilakukan oleh penulis kepada responden sehubungan dengan
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implementasi perencanaan pembangunan di Desa Muara Petai

Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing.

yang dilakukan dari hal-hal yang um ke hal-hal yang bersifat khusus,
sehingga penulis dapat menarik kesimpulan mengenai‘“Pelaksanaan Peraturan
Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan

Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.”
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

dengan jar

jahuhnya j

Kecamatan Pucuk Rantau. Keadaan iklim Desa Muara Petai, sebagaimana di
deas-desa lainnya di wilayah Indonesia ialah termasuk iklim tropis, dengan musim
kemarau dan hujan. Hal tersebut berpenfaruh langsung terhadap pola tanam
masyarakat maupun kesuburan tanah.

Berdasarkan data dari Kantor Desa Muara Petai pada Oktober Tahun 2019,

Desa Muara Petai berpenduduk 1349 jiwa, yang terdiri dari 638 jiwa penduduk
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laki-laki dan 711 jiwa penduduk perempuan, serta terdiri dari 483 Kepala
Keluarga.

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk

mulai ta c nya sumber

amatan Pucuk

Rantau yai ; kanak (sw : Sekolah Dasar

Administrasi Desa, Kepala Dusun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Untuk lebih jelasnya Struktur organisasi Pemerintah Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar

sebagai berikut:
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BPD Kepala Desa
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Kaur

Pembangunan
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Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu sebanyak 12 orang, yang terdiri 11
orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Sementara itu struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau disajikan seperti disajikan pada gambar

berikut:
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Pimpinan
BPD

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris

anh e v “‘

\‘

.
5
o

Pasal 18 diseb ’ﬁ nangan di bidang

5
O
@
w
o
-
@
3
=)
5
)
)
5

disebutkan bahwa: “Kewenangan Desa meliputi:

a.
b.
C.

kewenangan berdasarkan hak asal usul;

kewenangan lokal berskala Desa;

kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah DaerahKabupaten/Kota; dan

kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau PemerintahDaerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.”
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Sementara itu di dalam “Undang-Undang Rl Nomor Tahun 2014 tentang

Desa, pada Pasal 26 mengatur sebagai berikut:

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan  Desa,
melaksanakan _Pembangunan Desa,pembinaan“kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa berwenang:

)

@)

(4)

S@ e oo o

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
menetapkan Peraturan Desa;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

membina kehidupan masyarakat Desa;

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

membina dan  meningkatkan  perekonomian  Desa  serta
mengintegrasikannya agar mencapaiperekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
mengembangkan sumber pendapatan Desa;

mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa;

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna;

mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

mewakili Desa di‘dalam dan:di luar-pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum  untuk mewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berhak:

a. mengusulkan struktur.organisasi.dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan.dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan
lainnya yang sah, sertamendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa berkewajiban:

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan NegaraKesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan,sprofesional, efektif danefisieny, bersih, serta bebas dari
kolusiykorupsi, dan-nepotisme;

menjalin. kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa,;

menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
mengelola Keuangan-dan'Aset Desa;

melaksanakan:urusan pemerintahan yang.menjadi kewenangan Desa;
menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa,

mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.”

B. Tinjauan Umum Tentang..Rencana. Kerja Pemerintah (RKP) Desa
Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam pelaksanaan~pembangunan Desa;maka dilakukan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa, yang mana hasil
musyawarah nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa
untuk setiap tahun, yang merupakan. penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Desa. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
merupakan suatu kebijakan publik yang disusun pemerintah Desa dan ditetapkan
dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk suatu

Peraturan Desa.

Sehubungan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai juga

disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahunnya.
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Dalam Pembangunan Desa Muara Petai, khususnya untuk Pembangunan Desa
Tahun 2017, maka telah disusun dan ditetapkan Peraturan Desa Muara Petai
Nomor 2 Tahun 2017 TentangRencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun
2017, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Desa. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Tahun 2013 —
2019. Kemudian Peraturan -, Desa\ -Muara; ,Petai Nomor 2 Tahun 2017
TentangRencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 digunakan sebagai
dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Desa
Muara Petal Tahun 2017.

Arah Kebijakan Keuangan Desa Muara Petai_tahun 2017 sebagaimana
disebutkan di--dalam “Peraturan Desa Muara Petair Nomor 2 Tahun 2017
TentangRencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017, pada Pasal 7 adalah :
Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
Tersedianya sarana dan-prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan
meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa,

5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan.BPD dalam melaksanakan
penyelenggaraan pembangunan di desa.”

el S

Adapun Arah Kebijakan. Pembangunan Desa Muara Petai tahun 2017
sebagaimana disebutkan di dalam “Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun
2017 TentangRencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017, pada Pasal 8
adalah :

Belanja kepala desa dan perangkat desa;
Insentif RT dan RW;

Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Tunjangan operasional BPD;

Program operasional Pemerintahan Desa;
Program Pelayanan Dasar;

oo
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7. Program pelayanan dasar infrastruktur;

8. Program kebutuhan primer pangan;

9. Program pelayanan dasar pendidikan;

10. Program pelayanan kesehatan;

11. Program kebutuhan primer sandang;

12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

dengan rin

1. Bida

2. Bidang Pembangunan Desa
a.

b.

Pelayanan dasar infrastruktur.
Pembangunan sarana prasarana pendidikan.

Pembangunan sarana prasarana kesehatan.

. Pertanian Umum dan Ekonomi Produktif.

Pelestarian lingkungan hidup.

dengan berita

2017 tersebut
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3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan Kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat

dan Kesenian.

Tahun 2017
Tentang Al a Muara Petai
Tahun 201
1.044.495.000
252.478.340

789.200.000
10.000.000

1.052.274.340
(7.779.340)

7.779.340
7.779.340
0
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Desa Nomer:2 Tahun 2017 Tentang
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)-Desa Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa
Muara Petal Tahun 2017

Pembangunan merupakan | suatu | aktivitas yang dan dibutuhkan setiap
bangsa dan negara. Hal tersebut dikarenakan perkembangan zaman yang semakin
maju dan moderen menuntut dilakukan pengembangan agar suatu bangsa dan
negara tidak tertinggal dari kemajuan bangsa dan negara lainnya. Di samping itu
seiring dengan perkembangan zaman dimana semakin meningkatnya berbagai
kebutuhan masyarakat/publik, baik dalam bentuk infrastruktur.dan berbagai jenis
fasilitas pelayanan umum, maka proses pembangunannya mutlak perlu
dilaksanakan.

Proses pembangunan yang dilakukan pada suatu negara tentu tidak hanya
terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi juga harus mencakup wilayah pedesaan.
Karena pembangunan wilayah pedesaan juga akan menentukan keberhasilan
pembangunan pada suatu daerah. Melalui. proses dan kegiatan pembangunan,
maka suatu wilayah atau daerah dapat berkembang kearah yang lebih maju dan
terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat
dapat menikmati kesejahteraan hidup secara layak, baik di perkotaan maupun di
Desa.

Maka dari itu pelaksanaan pembangunan Desa juga harus menjadi prioritas

pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Daerah. Kemajuan dan perkembangan
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Desa pada dasarnya sangat terkiat erat dengan kemajuan dan perkembangan suatu
Daerah. Semakin maju dan berkembang pesatnya wilayah pedesaan, akan
memberikan kontribusi yang signifikan pula perkembangan Derah dalam berbagai
aspek, baik sosial;ekonomi, budaya dan sebagainya.

Untuk lebih terjaminnya pelaksanaan pembangunan Desa, maka
pemerintah telah berupaya dengan menetapkan. peraturan perundang-undangan
tentang Desa, dan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa. Setelah
diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada
dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Desa dalam hal
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Dengan
demikian, Desa lebih mandiri dalam mengurus membangun masyarakat dan
mengembangkan wilayahnya sesuai potensi yang ada.

Kawasan Desa dengan, kegiatan utama penduduknya-di bidang pertanian
dan pengelolaan sumber daya alam tentunya akan berpotensi dalam mendukung
kemajuan suatu Derah apabila pembangunannya dapat dilakukan secara optimal
dan sesuai kebutuhan Desa. Menurut Undang-Undang Rl Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, pada Pasal 1 pein (8) disebutkan bahwa “Pembangunan Desa
adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.”

Supaya pembangunan Desa dapat berlangsung secara optimal dan
mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya perencanaan yang baik
dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Untuk itu srhubungan dengan

pembangunan Desa, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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(RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Demikian.pula "halnya.di_Kabupaten-Kuantan Singingi Propinsi Riau.
Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Daerah yang memiliki potensi
di bidang pertanian dan sumber ' daya alam vyang cukup potensil untuk
dikembangkan yang tersebar di wilayah pedesaan. Oleh karena itu pengembangan
dan pembangunan Desa juga harus menjadi prioritas pemerintah daaerah
setempat, seperti halnya yang telah dilakukan di Desa Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Desa di-Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau khususnya untuk Tahun 2017, maka telah disusun
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan
Desa, yaitu Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Desa Muara Petal, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Desa Muara
Petai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tahun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Desa 2015 — 2021.

Dengan demikian Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Desa Muara Petai yang harus direalisasikan dalam

tahun 2017. Selanjutnya RKP Desa Muara Petai Tahun 2017 tersebut dijadikan
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sebagai dasar dalam penetapan Anggaran Pembangunan dan Belanja (APB) Desa
Muara Petai Tahun 2017.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk

e ‘ ana Kerja Pemerintah
whh .Gg

i~dala ?‘3 Pemerintah
=)

kegiatan

k ‘; ang kegiatan

a. Pelayanan dasar infrastruktur.
b. Pembangunan sarana prasarana pendidikan.
c. Pembangunan sarana prasarana kesehatan.

d. Pertanian Umum dan Ekonomi Produktif.

e. Pelestarian lingkungan hidup.
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4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan Kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat

dan Kesenian.

5.
kat, TTG,
am Undang-
Undang R ; : ’ p-Perencanaan dan
tahapan pe egiata asan pelaksanaan
Pembangun esa ters s _- -_ gic Erupe ahap yang penting
dalam proses pelaksanaa ! | P hap perencanaan dan
pemantauan da awa ia ‘ pembangunan
Desa dilakuka
A. Tahap Pe

ini dimaksudkan agar pelaksana pembangunan Desa tersebut dapat
berjalan secara efektif dan mampu mencapai hasil optimal sebagaimana yang
diharapkan. Demikian hal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang
berlangsung di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017, yang
dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017.

Adapun tahapan persiapan dalam pelaksanaan pembangunan Desa

sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
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Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 55 adalah
meliputi: Penetapan pelaksana kegiatan; Penyusunan rencana kerja; Sosialisasi

kegiatan; Pembekalan pelaksana kegiatan; Penyiapan dokumen administrasi;

tahap persi : DE a pan Desa tersebut.
Dengan de aka Kepala Desz ebagian tugasnya
kepada pi ; 0 ‘;: ‘- : -L:l-_ naa bangunan Desa.
Sebagaimana ye ise r ; at . Dalam Negeri RI
Nomor 114 ta
bahwa: “Pelaksana kegiz ertu ; a Desa dalam tahap
persiapan dan

Dari

Tabel 111.1. Tanggapan Responden Tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan
dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017

. Jumlah Persentase
No. Kategori Jawaban Responden (%)
1. | Baik 22 91,7
2. | Kurang baik 2 8,3
Jumlah 24 100

Sumber: Data penelitian 2019
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Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas, sebanyak 22 orang
atau 91,7% menyatakan bahwa dalam penetapan pelaksana kegiatan sehubungan
pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau telah terlaksana
dengan baik. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik mengenai hal
tersebut-hanya 2 orang atau 8,3%. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan
bahwa penetapan pelaksanaa. kegiatan sehubungan pembangunan Desa di Desa
Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah
terlaksana dengan baik.

Sementara itu mengenai penetapan pelaksana kegiatan sehubungan dengan
pembangunan yang dilaksanakan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau
tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh
penjelasan sebagai berikut:

“Pelaksana kegiatan dalam pembangunan Desa pada dasarnya ditetapkan
melaksanakan tugas membantu Kepala Desa untuk melakukan tahap
persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini pelaksana
kegiatan ditetapkan sesuai dengan daftar calon pelaksana kegiatan yang
terdapat dalam RKP Desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai penetapan pelaksana pembangunan Desa tersebut,
dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak)
di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai
berikut:

“Pelaksana kegiatan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas membantu
Kepala Desa dalam proses pembangunan Desa telah sesuai dengan calon
pelaksana kegiatan yang disepakati dalam musyawarah desa.” (Wawancara

dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26
September 2019)
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“Penetapan pelaksana kegiatan pembangunan Desa telah cukup kompeten
dalam melaksanakan tugasnya dan ditentukan sesuai dengan hasil
musyawarah desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik
Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26
September 2019)

b. Penyus

Dala 3 , - proses pelaks gunan Desa perlu

disusun su enca ‘Rencana Kkerja nantinya ﬂ unakan sebagai

“Pelaksana kegiatan menyusun re sama Kepala Desa.” Selanjutnya pada
Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa:”*Rencana kerja memuat antara lain uraian
kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, dan daftar
pelaksana kegiatan.

Mengenai penyusunan rencana kerja sehubungan dengan tahap persiapan
pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari

wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai:
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“Pada tahap persiapan pembangunan Desa Muara Petai maka pihak
pelaksana kegiaan bersama kepala desa selalu menysun rencana kerja yang
akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.” (Wawancara
dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25
September 2019)

Selanjutnya mengenai-penyusunan_rencana kerja.dalam pembangunan
Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat
(Ninik Mamak) di Desa Muara |Petai ‘Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh
penjelasan sebagai berikut:

“Rencana kerja yang disusun dalam pembangunan Desa telah sesuai dengan
ketentuan dan yang disepakati dalam musyawarah desa.” (Wawancara
dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26
September 2019)

“Penyusunan rencana kerja sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan
Desa pada dasarnya cukup baik dan sudah sesuai dengan hasil
musyawarah desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik
Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26
September 2019)

Dari penjelasan yang “dikemukakan™ di atas menunjukkan bahwa
penyusunan rencana kerja sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Desa di
Desa Muara Petai"Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 telah cukup terlaksana

dengan baik. Hal ini dikarenakan penyusuan rencana kerja telah sesuai ketentuan

yang berlaku dan hasil musyawarah pembangunan Desa yang telah dilakukan.

c. Sosialisasi kegiatan

Sosialisasi merupakan aktivitas yang cukup penting dilakukan sehubungan
pelaksanaan pembangunan Desa. Dengan adanya sosialisasi maka pelaksanaan
pembangunan Desa dapat diketahui dan dipahami dengan sebaik-baiknya oleh

masyarakat luas. Dengan begitu, maka dapat diharapkan partisipasi aktif segenap

52



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

warga masyarakat Desa untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan
Desa.

Sehubungan dengam sosialisasi pelaksanaan pembangunan Desa, di dalam

014 tentang Pedoman

' nm\‘ 'g,

dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara
Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 telah terlaksana dengan baik dan
efektif. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik yaitu 16 orang atau
66,7%, dikarenakan sosialisasi kegiatan yang telah dilakukan sehubungan
pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk

Rantau Tahun 2017 kurang efektif. Dengan demikian berdasarkan tanggapan
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responden yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sosialisasi
kegiatan sehubungan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk
Rantau Tahun 2017 pada umumnya kurang terlaksana dengan baik.

Mengenai.sosialisasi kegiatan sehubungan dengan pembangunan di Desa
Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang
dilakukan dengan Kepala Desa-diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pihak pemerintah selalu berupaya mensosialisaikan kegiatan pembangunan
Desa kepada masyarakat. Sosialisasi kegiatan pembangunan Desa Muara
Petal tahun 2007 antara lain dilakukan melalui musyawarah desa dan
pangumuman.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai sosialisasi kegiatan dalam pembangunan Desa
tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik
Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan
sebagai berikut:

“Sosialisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan Desa di
Desa Muara Petai pada dasarnya telah cukup efektif dan memadai.”
(Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau,
tanggal 26 September 2019)

“Pada dasarnya sosialisasi kegiatan yang dilakukan pihak pemerintah desa
masih kurang maksimal, sehingga..masyarakat luas tidak mendapat
informasi yang memadal tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan
Desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa
Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, maka menunjukkan bahwa
pada dasarnya sosialisasi kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat
tentang pelaksanan pembangunan Desa di Desa Muara Petai tahun 2017 telah

cukup efektif dan memadai, Sosialisasi kegiatan yang antara lain dilakukan

melalui musyawarah desa dan papan pengumuman.
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d. Pembekalan pelaksana kegiatan

Pembekalan pelaksana kegiatan sehubungan pelaksanaan pembangunan
Desa dimaksudkan untuk memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan
pembangunan Desa tersebut;»yang dilakukan oleh pihak. pemerintah daerah
setempat.Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman-Pembangunan Desa, Pasal 60 ayat (4)
bahwa “Peserta bimbingan teknis antara lain meliputi: Kepala Desa, Perangkat
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksana Kkegiatan, panitia pengadaan
barang dan jasa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.”

Mengenai pembekalan pelaksana kegiatan  yang telah dilakukan
sehubungan dengan tahap persiapan pembangunan  di Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan
Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemberian bimbingan teknis yang telah dilakukan terkait pelaksanaan
pembangunan desa sudah cukup memadai. Bimbingan teknis yang
diberikan antara lain tentangpengelolaan keuangan desa, pengadan barang
dan jasa, dan penyusuan laporan pelaksanaan kegiatan.” (Wawancara
dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25
September 2019)

Sementara itu mengenal pembekalan pelaksana kegiatan yang telah
dilakukan dalam pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD
dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pembekalan yang telah dilakukan dilakukan pihak terkait sehubungan
pelaksanaan pembangunan Desa sudah memadai.” (Wawancara dengan

Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September
2019)
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“Pemberian bimbingan teknis yang telah dilakukan cukup efektif, sehingga
memperlancar proses pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan Desa.”
(Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara
Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan disatas menunjukkan bahwa
pembekalan yang telah dilakukan melalui bimbungan teknis oleh pihak terkait
sehubungan tahap persiapan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai

Kecamatan Pucuk Rantau:tahun 2017 sudah memadai:

e. Penyiapan dokumen administrasi

Penyiapan dokumen administrasi yang dilakukan pada tahap persiapan
pelaksanaan pembangunan Desa dimaksudkan untuk mempersiapkan berbagai
dokumen terkait proses pelaksanaan pembangunan Desa tersebut. Sebagaimana
disebutkan di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri RlI Nomor 114 tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal .62 ayat (3)bahwa “Dokumen
adminitrasi sekurang-kurangnya meliputi:

dokumen RKP Desa beserta lampiran;

dokumen APB Desa;

dokumen administrasi keuangan;

dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;

daftar masyarakat penerima manfaat;

pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;

penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga

masyarakatkepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai
dampakkegiatan pembangunan Desa;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desaatas
lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakatuntuk
tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atautanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

J.  penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadidan/atau

tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunanDesa;danlaporan

hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.”

@+rooo0oe
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Mengenai pembekalan pelaksana kegiatan yang telah dilakukan

sehubungan dengan tahap persiapan pembangunan di Desa Muara Petai

Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan

pada dasa
pembangunan de £Sa ara Petai- Keca antau tahun 2017
telah dilak

pembanguna sa da erlangs lancar-dan ses encana serta dapat

bersifat padat karya, sehingga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya

manusia secara maksimal terutama yang ada di Desa.
Dari hasil penelitian tentang pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan
pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017,

diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:
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Tabel 111.3. Tanggapan Responden Tentang Pengadaan Tenaga Kerja dalam
Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017

. Jumlah Persentase
No. Kategori Jawaban Responden (%)
1. | Baik 23 95,8
2. | Kurang baik i 4,2
Jumlah 24 100

Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan tanggapan responden-pada tabel di atas, sebanyak 23 orang
atau 95,8% menyatakan baik, karena pengadaan tenaga kerja yang dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa
Muara Petal Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 telah mengutamakan sumber
daya manusia yang ada di Desa setempat. Sedangkan responden yang menyatakan
kurang baik mengenai hal tersebut hanya 1 orang atau 4,2%, karena pengadaan
tenaga kerja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan di Desa.Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017
tidak mengutamakan sumber daya manusia yang ada di Desa setempat. Dengan
demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengadaan tenaga kerja
sehubungan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau
Tahun 2017 pada umumnya telah terlaksana dengan baik.

Di samping itu dalam hal pengadaan tenaga kerja yang telah dilakukan
sehubungan dengan tahap persiapan pembangunan di Desa Muara Petali
Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan
Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pengadaan tenaga tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
pembangunan desadiupayakan untuk mengutamakan tenaga kerja yang ada

di Desa setempat.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)
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Selanjutnya mengenai pengadaan tenaga kerja yang telah dilakukan dalam
pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh
Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau,
diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan
pembangunan Desa pada dasarnya telah dilakukan dengan mengutamakan
sumber daya manusia. yang'ada di: Desa_ setempat.” (Wawancara dengan
Ketua BPD Muara Petai Kecamatan PucukiRantau, tanggal 26 September
2019)

“Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang telah dilakukan dengan
menyerap tenaga kerja yang ada Desa.” (Wawancara dengan Ketua
Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk
Rantau, tanggal 26 September 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menunjukkan bahwa dalam proses
pelaksanaan pembangunan di-Desa. Muara. Petai-Kecamatan Pucuk Rantau tahun

2017, pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan telah dilakukan dengan

mengutamakan sumber daya manusia yang ada Desa setempat.

g. Pengadaan bahan/material

Sebubungan “dengan proses pelaksanaan. pembangunan Desa, maka
dibutuhkan Kketersediaan sejumlah bahan/material untuk pengerjaan proyek
pembangunan yang telah direncanakan. Pengadaan bahan/material yang
dibutuhkan Sebubungan dengan proses pelaksanaan pembangunan Desa tersebut
sebaiknya mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa
setempat. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan Desa diharapkan

berlangsung efektif dan efisien.
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Dari hasil penelitian tentang pengadaan bahan/material yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk
Rantau Tahun 2017, diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 111.4. Tanggapan Responden Tentang Pengadaan Bahan/Material
dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017

: Jumlah Persentase
No. Kategori Jawaban Responden (%)
1. | Baik 20 83,3
2. | Kurang baik 4 16,7
Jumlah 24 100

Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas, sebanyak 20 orang
atau 83,3% menyatakan baik, karena pengadaan bahan/material yang dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa
Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 selalu mengutamakan
pemanfaatan sumber daya‘alam yang tersedia ‘di Desa setempat. Sedangkan
responden yang menyatakan kurang baik mengenai hal tersebut yaitu 4 orang atau
16,7%, karena pengadaan bahan/material yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 tidak-mengutamakan pemanfaatan sumber
daya alam yang tersedia di Desa setempat. Dengan demikian, maka dapat
disimpulkan bahwa dalam hal pengadaan bahan/material yang dibutuhkan
sehubungan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah terlaksana dengan baik.

Dalam hal pengadaan bahan/material yang dibutuhkan dalam proses

pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun
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2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan
sebagai berikut:

“Pengadaan  bahan/material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
pembangunan desa pada dasarnya selalu mengutamakan sumber daya alam
yang ada.di Desa setempat.” (Wawancara dengan.Kepala Desa Muara
Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai pengadaan bahan/material yang telah dilakukan
dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut, dari, wawancara dengan Ketua
BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Bahan atau material untuk kebutuhan proses pelaksanaan pembangunan
Desa pada dasarnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa
setempat.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Pihak pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa selalu mengutamakan
pemanfaatan sumber bahan dan material yang ada Desa.” (Wawancara
dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik, Mamak) ~Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau; tanggal-26 -September 2019)

Dari pendapat yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam proses
pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun

2017 telah mampu menyerap tenaga kerja dan® mengutamakan pemanfaatan

sumber daya alam yang tersedia di-Desa setempat.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
Setelah dilakukan tahap persiapan, maka dalam pembangunan Desa
dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam kaitan ini maka tahap

pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Muara Petai tahun 2017 merupakan
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pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah disusun di dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan Desa

pertanggun
hasil kegiata

a. Rapat kK

maka perlu dil

Desa tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 72 ayat (1)
disebutkan bahwa: “rapat kerja membahas antara lain: perkembangan pelaksanaan
kegiatan; pengaduan masyarakat; masalah, kendala dan hambatan; target kegiatan

pada tahapan selanjutnya; dan perubahan kegiatan.
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Sehubungan dengan rapat kerja dengan pelaksana kegiatan dalam tahap
pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk
Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa
diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan diadakan sesuai dengan ketentuan
dan kebutuhan untuk membahas keadaan dan perkembangan pelaksanaan
kegiatan pembangunan-~desa.” (Wawanecara dengan Kepala Desa Muara
Petal KecamatanPucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Dari pendapat yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam
tahappelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk
Rantau tahun 2017, Kepala Desa telah mengadakan rapat kerja dengan pelaksana
kegiatan diadakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk membahas
keadaan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut

Dengan begitu maka pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berkangsung lancar

dan sesuai perencanaan.

b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan proses pelaksanaan pembangunan Desa
maka dilakukan pemeriksaan pelaksanaan. pembangunan infrastruktur Desa
sebagaimana yang telah disusun dalam RKP Desa. Dengan demikian pelaksanaan
pembangunan infrastruktur Desa dapat terkendali sesuai dengan perencanaan
pembangunan yang telah ditetapkan.Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa,
pada Pasal 73 ayat (1) bahwa: “Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan

tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.”
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Sehubungan dengan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa
dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa
diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa dalam tahap
pelaksanaan kegiatan pembangunan desa telah dilaksanakan sesuali
ketentuan yang berlaku;=(Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk'Rantau, tanggal 25 September 2019)

Dari pendapat yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam tahap
pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk
Rantau tahun 2017, Kepala Desa telah melakukan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan

infrastruktur Desa berlangsung.sesuai rencana.yang telah ditetapkan dalam RKP

Desa.

c. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah

Dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa pada dasarnya bisa terlepas
terjadi masalah yang terkait dengan masyarakat Desa setempat. Oleh karena itu
perlu dilakukan penanganan apabila ada pengaduan masalah yang disampaikan
masyarakat Desa. Dalam kaitan ini Kepala Desa menggoordinasikan penanganan
pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah terkait dengan pelaksanaan
pembangunan Desa tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 78 ayat (2)

disebutkan bahwa: “Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan
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penyelesaian masalah sekurang-kurangnya meliputi kegiatan: penyediaan kotak

pengaduan masyarakat; percermatan masalah yang termuat dalam pengaduan

masyarakat; penetapan status masalah; dan penyelesaian masalah dan penetapan

Persentase
(%)

pembangunan Desa di Desa Mua ecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017
telah terlaksana secara maksimal. Sedangkan responden yang menyatakan kurang
baik yaitu 4 orang atau 16,7%, dikarenakan pengelolaan pengaduan dan
penyelesaian masalah yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam
pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017

kurang maksimal. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden yang

diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pengaduan dan
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penyelesaian masalah sehubungan pembangunan Desa di Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah terlaksana dengan
baik.

Sehubungan dengan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah
dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau tahun 2017, dari, wawancara' yang dilakukan dengan Kepala Desa
diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pihak pemerintah desa selalu berupaya menangani masalah apabila ada
pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait dengan pelaksanaan
pembangunan desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petali
Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah
yang telah dilakukan dalam. pelaksanaan. pembangunan Desa tersebut, dari
wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di
Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk'Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.” (\Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Pihak pemerintah “desa. pada dasarnya telah berupaya melakukan
pengelolaan pengaduanmasyarakat yang berhubungan pelaksanaan
pembangunan Desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik
Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26
September 2019)

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam
tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk

Rantau tahun 2017, pihak pemerintah desa telah mengelola pengaduan dan

penyelesaian masalah apabila ada pengaduan yang disampaikan masyarakat Desa
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setempat yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pembangunan Desa

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

Dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa maka setiap perkembangan
dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan perlu dilakukan.
Hal ini dilakukan bertujuan‘untuk digunakan sebagar bahan pertanggungjawaban
hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan nantinya yang disusun dalam format
laporan.

Berdasarkan ketentuan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 80 ayat (2)
disebutkan bahwa: Format laporan, dilampiri-dokumentasi hasil pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa yangsekurang-kurangnya meliputi:

a. realisasl biaya beserta lampiran hukti-oukti pembayaran;

b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100%
yangdiambil dari sudut pengambilan yang sama;

c. foto vyang - memperlihatkan  orang sedang  bekerja  dan/atau
melakukankegiatan secara beramai-ramai;

d. foto vyang " memperlihatkan peran “.serta masyarakat dalam
kegiatanpembangunan Desa;

e. foto yang memperlihatkan®. pembayaran upah secara langsung
kepadatenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan

f.  gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.”

Sehubungan dengan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petali

Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan

Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

67



“Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa telah disusun
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan
Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September
2019)

Selanjutnya mengenai penyusunan laporanchasil pelaksanaan kegiatan
yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut, dari
wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di
Desa Muara Petal KecamatanPucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa teclah disusun
sesuaidengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan
Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September
2019)

“Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dilaporkan pada
dasarnya telah sesuai dengan keadaan di lapangan.” (Wawancara dengan
Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam
tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan:di:Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk
Rantau tahun 2017, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa

yang disusun telah sesual dengan ketentuan yang berlaku dan hasil pelaksanaan

kegiatan dalam pembangunan Desa tersebut.

e. Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa
Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa selesai dilaksanakan

maka pihak pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir daripada hasil

pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban. Dalam hal ini masyarakat

dapat berpartisipasi dengan cara menanggapi laporan hasil pelaksanaan kegiatan
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dengan memberikan masukan yang dianggap perlu, dalam suatu musyawarah
Desa yang diadakan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa setempat.

Dari hasil penelitian tentang musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan

pembangunan d aksan unan Desa di Desa
Muara i tanggapan
respond ; ERQTTAS I‘SLAM
W Rig
Tabel 111. a % esa Dalam
Muara Petai
ersentase
No. r ol e (%)
1. | Bai =43 1= 79,2
2. | Ku [-*:-- 20,8
uml = = B! St 100
Sumber: Da litian 20
Berdasar ggap n el d , sebanyak 19 orang

R
atau 79,2% “dikareniakan \ a dalam rangka

pelaksanaan pe ngan pelaksanaan
dalam pembangun S a Pucuk Rantau Tahun
2017 telah terlaksana sponden yang menyatakan
kurang baik yaitu 5 orang ata arenakan musyawarah desa dalam

rangka pelaksanaan pembangunan desa yang telah dilakukan sehubungan
pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk
Rantau Tahun 2017 kurang efektif. Dengan demikian berdasarkan tanggapan
responden yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

pengaduan dan penyelesaian masalah sehubungan pembangunan Desa di Desa

69



Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah
terlaksana dengan baik.

Sehubungan dengan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan
pembangunan desadalam tahap. pelaksanaan—kegiatan pembangunan di Desa
Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang
dilakukan dengan Kepala Desa-diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Penyampaian. laporan hasil pelaksanaan pembangunan Desa telah
dilakukan oleh pelaksana kegiatan dalam musyawarah Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan
pembangunan desa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Desa
tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik
Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan
sebagai berikut:

“Pelaksanaan musyawarah Desa sehubungan pelaksanaan pembangunan
Desa telah berlangsung dengan baik dan adanya beberapa masukan dari
masyarakat.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Musyawarah Desa yang dilakukan'BPD memberikan kesempatan kepada
masyarakat setempat ‘untuk berpartisipasi dengan menyampaikan
masukannya sehubungan pelaksanaan pembangunan Desa tersebut.”
(Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara
Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam
musyawarah desa yang diadakan oleh BPD dalam rangka pelaksanaan

pembangunan desadi Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017,

pihak pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan
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sebagai pertanggungjawaban. Musyawarah desa pada dasarnya berlangsung

dengan memberikan kesempatan pada masyarakat menyampaikan masukan terkait

dengan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

hasil kegiatan

di Desa Muara

an Pemanfaatan
uara Petai Tahun

201
Persentase
No. (%)
1. | Baik 87,5
2. | Kurang baik 3 12,5
Jumlah 24 100

Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas, sebanyak 21 orang
atau 87,5% menyatakan baik, dikarenakan pelestarian dan pemanfaatan hasil
kegiatan pembangunan yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam

pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017
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telah terlaksana secara efektif. Sedangkan responden yang menyatakan kurang
baik yaitu 3 orang atau 12,5%, dikarenakan pelestarian dan pemanfaatan hasil
kegiatan pembangunan yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam
pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk.Rantau Tahun 2017
masih kurang efektif. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden yang
diuraikan, maka dapat disimpulkan 'bahwa. pengelolaan pengaduan dan
penyelesaian masalah Sehubungan pembangunan Desa di Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah terlaksana dengan
baik.

Terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan
Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara
yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Penyampaian laporan, hasil pelaksanaan pembangunan Desa telah
dilakukan oleh pelaksana Kegiatan dalam musyawarah Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai

Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Sementara 'itu terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan
pembangunan Desa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Desa
tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik
Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan
sebagai berikut:

“Pihak pemerintah Desapada dasarnya selalu berupaya melestarikan dan
menjaga agar hasil pelaksanaan pembangunan Desa dapat berfungsi

dengan baik.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)
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“Hasil pelaksanaan pembangunan Desa pada umumnya dikelola dengan
baik dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagaimana yang
diharapkan.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak)
Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)
Dari keterangan.. yang dikemukakan di.atas menjelaskan bahwa

sehubungan_.dengan_ pelaksanaan pembangunan desadi Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, pada dasarnya telah mampu memberikan
hasil yang bermanfaatybagr” masyarakat Desa‘'setempat. DI samping pihak
pemerintah desa selalu berupaya melestarikan hasil pembangunan Desa agar tetap
dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan.

Dari uraian mengenai Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk
Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam.Pembangunan Desa Muara Petai
Tahun 2017 yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirangkum sebagai
berikut:

1. Pada Tahap Persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
menunjukkan. bahwa dalam hal: Penetapan Pelaksana Kegiatan;
Penyusunan Rencana Kerja; Pembekalan Pelaksana Kegiatan; Penyiapan
Dokumen Administrasi; “Pengadaan Tenaga Kerja; dan Pengadaan
Bahan/Material yang dibutuhkan pada umumnya telah terlaksana dengan
baik, sedangkan Sosialisasi Kegiatan yang dilakukan kurang terlaksana
dengan baik.

2. Pada Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

menunjukkan bahwa dalam hal: Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan,

Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa, Pengelolaan
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pengaduan dan penyelesaian masalah, Penyusunan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan, Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam

rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan Pelestarian

Pelaksanas eratura . ent ‘ encana Kerja

Pemerinta c 3 : ' au Kabupaten

Kuantan S ¢ emba 8 n 2017 pada
umumnya te ‘optir sesuai an peraturan yang
berlaku
2017 Tentang

camatan Pucuk
an Desa Muara

keberhasilan yang diharapkan apabila pada pelaksanaan kegiatannya masih sering
timbul hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan. Hambatan-hambatan
tersebut harus benar-benar diperhatikan dan harus bisa diminimalisir agar
pelaksanaan pembangunan mencapai sasaran sebagaimana yang direncanakan..
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan suatu kebijakan publik

yang disusun dan ditetapkan pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan
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pembangunan desa, dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun dan ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan Desa untuk satu tahun, yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa.

Sebagai suatu kebijakan publik yang sangat penting dalam rangka
pembangunan demi kemajuan-dan|KeSejahteraan masyarakat Desa, maka setiap
keputusan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
hendaknya dapat dilaksanakan secara maksimal. Dengan begitu maka masyarakat
sebagai kelompok sasaran kebijakan dapat memperoleh manfaat yang diharapkan
dari berlangsungnya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Namun demikian pada kenyataan pelaksanaan suatu kebijakan publik tidak
terlepas dari kendala yang menjadi faktor penghambat. Hal tersebut dikarenakan
pelaksanaan suatu kebijakan _publik merupakans aktivitas yang kompleks dan
keberhasilannya dipengaruhi berbagai faktor, baik kesiapan instansi pelaksana
kebijakan maupun kondisi di luar pelaksana kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Peraturan
Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam
Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan
dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Faktor penghambatnya antara lain adalah kurang tersedianya sumber daya
manusia yang kompeten di bidangnya sebagai pelaksana kegiatan dalam

pembangunan desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)
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Sementara itu terkait dengan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan
Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam
Pembangunan Desa Muara Petai. Tahun 2017, dari wawancara dengan Ketua BPD
dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan
Pucuk Rantau, diperoleh penjelasanisebagai berikut:

“Hambatannya antara lain ialah kurangnya partisipasi masyarakat Desa
setempat serta kurang memadainya akses jalan menuju desa.” (Wawancara
dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26
September 2019)

“Faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan
terkait rencana kerja pemerintah Desa.” (Wawancara dengan Ketua
Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk
Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa
sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desadi ‘Desa Muara Petali
Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 hambatan yang dialami dalam pelaksanaan
Peraturan Desa Nomer 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam
rangka Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017 yaitu: kurang tersedianya
sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sebagai pelaksana kegiatan
dalam pembangunan desa,kurangnya partisipasi masyarakat Desa setempat,
kurang memadainya akses jalan menuju desa dan kurangnya sosialisasi yang

dilakukan tentang rencana kerja pemerintah Desa dalam rangka pembangunan

Desa.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpula

ukan pada
bagian sebelun pulan hasil
penelitian '

au Kabupaten
etai Tahun 2017

ketentuan dan

2017 Tentang

ecamatan Pucuk

pembangunan desa, kurangnya partisipasi masyarakat Desa setempat,
kurang memadainya akses jalan menuju desa dan kurangnya sosialisasi
yang dilakukan tentang rencana kerja pemerintah Desa dalam rangka

pembangunan Desa.
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B. Saran
Sehubungan dengan penelitian ini maka agar pembangunan desa dapat

terlaksana secara optimal sebagaimana yang direncanakan dimana mendatang,

1.

2. : araka A S alu  berupaya
sa antara lain
ngawasi proses

3.

e gan pelaksanaan
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